






 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN 

 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Jenis Pelayanan : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Koordinat lokasi kegiatan 

2. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang 

3. Informasi penguasaan tanah 

4. Informasi penguasaan tanah 

5. Informasi jenis kegiatan 

6. Rencana jumlah lantai bangunan 

7. Rencana luas lantai bangunan 

8. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk 

kawasan 

9. Rencana penggunaan air baku/air bersih (apabila kegiatan 

pemanfaatan ruang berdampak atau berpengaruh terhadap 

ketersediaan dan kualitas air baku/air bersih) 

10. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan PKKPR melalui front office 

DPMPTSP 

2. DPMPTSP mengajukan permohonan ke PUPR dan 

ATR/BPN 

3. ATR/BPN menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan 

4. Pelaku usaha menunggu hasil penilaian/kajian PKKPR 

oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Karangasem 

5. DPMPTSP menerbitkan PKKPR 

6. Pelaku usaha menerima PKKPR 

 

3. Waktu Penyelesaian 23 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan PNBP 

5. Produk Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(PKKPR) 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id  

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
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4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional 

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program 

Pemanfaatan Ruang; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 

2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Bali Tahun 2009 – 2029; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Karangasem Tahun 2012 – 2032 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem 

Tahun 2012 – 2032; 

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2016 

tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai; 

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur PKKPR 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Jenis Pelayanan : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Data Umum 

2. Data Teknis Tanah 

3. Data Teknis Arsitektur 

4. Data Tenis Struktur 

5. Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing 

6. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha membuat akun pada simbg.pu.go.id 

2. Pelaku usaha melakukan upload data sesuai persyaratan 

pada simbg 

3. Pelaku usaha menerima berita acara penolakan apabila 

permohonan ditolak, berita acara perbaikan apabila 

permohonan perlu perbaikan atau rekomendasi persetujuan 

teknis apabila permohonan tanpa perbaikan 

4. Dinas PUPR menghitung besaran retribusi dan mencetak 

SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR 

5. Pelaku usaha membayar retribusi 

6. DPMPTSP menerbitkan PBG 

7. Pelaku usaha menerima PBG yang dimohonkan  

 

3. Waktu Penyelesaian 26 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan Retribusi 

5. Produk Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

 

1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 Tentang Bangunan Gedung; 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Retribusi Bangunan Gedung; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2016 

tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
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diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 180 Tahun 2004 

tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan di 

Kabupaten Karangasem; 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur PBG 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Lingkungan Hidup 

Jenis Pelayanan : Persetujuan Lingkungan 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan Amdal dan 

Uji Kelayakan Amdal: 

1. Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup 

2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan 

3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

4. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup 

5. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan 

Masih Dalam Tahap Perencanaan 

6. Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara KAANDAL 

7. Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau 

kegiatan dengan rencana tata ruang 

8. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau 

kegiatan 

9. Persetujuan teknis 

10. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia 

jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan 

RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa 

penyusunan Amdal 

11. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi 

penyusun Amdal 

12. Dokumen Andal 

13. Dokumen RKL-RPL 

 

2. Persetujuan Lingkungan melalui Penyusunan Formulir 

UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL: 

1. Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL 

2. Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan 

3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

4. Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang Diajukan 

Masih Dalam Tahap Perencanaan 

5. Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang 

6. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau 

kegiatan 

7. Persetujuan teknis 

8. Formulir UKL-UPL 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mendaftarkan kegiatan pada sistem OSS 

2. JF DLH melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan  

sesuai Permen LHK No. 4 Tahun 2021 

3. Pemohon melengkapi dokumen lingkungan (AMDAL atau 

UKL-UPL) 

4. Pelaku usaha menerima hasil verifikasi 

5. Tim Penilai melakukan penilaian dokumen lingkungan 

6. Pelaku usaha menerima berita acara pemeriksaan dokumen 

lingkungan 

7. DLH menerbitkan persetujuan PKPLH untuk usaha wajib 

UKL-UPL atau persetujuan SKKLH untuk usaha wajib 

AMDAL 

8. DPMPTSP menerbitkan persetujuan lingkungan  

9. Pelaku usaha menerima persetujuan lingkungan yang 

dimohonkan 



 

3. Waktu Penyelesaian 30 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Persetujuan Lingkungan 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan; 

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan  /atau 

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup; 

4. Peraturan Menpan-RB Nomor 35 Tahun 2012, tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku 

Kerusakan Lingkungan Hidup; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan  Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup (SPPL) 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Persetujuan 

Lingkungan 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 
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8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Jenis Pelayanan : Izin Penataan Lahan 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan Kegiatan dengan badan usaha : 

1. Surat Pengantar Camat 

2. Persetujuan Sebelah Menyebelah/Penyanding 

3. Persetujuan Desa Pekraman 

4. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen  

5. Foto Copy KTP 

6. Foto Copy NPWP 

7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan 

Pengesahannya 

8. Gambar Layout/Site Plan berskala 

9. Foto Copy Bukti Kepemilikan Lahan dan Bukti Lunas 

PBB tahun berjalan 

10. Surat Perjanjian Perikatan antara Pemohon dengan 

Pemilik Lahan (untuk lahan yang bukan milik 

pemohon) 

11.  Proposal Rencana Kegiatan 

12. Foto Copy NIB dan PKKPR 

13. Surat Kuasa Pengurusan Izin apabila Pengajuan 

Permohonan Dikuasakan 

14. Foto copy sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

Kegiatan Perorangan :  

1. Surat Pengantar Camat 

2. Persetujuan Sebelah Menyebelah/Penyanding 

3. Persetujuan Desa Pekraman 

4. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen  

5. Foto Copy KTP 

6. Foto Copy NPWP 

7. Gambar Layout/Site Plan berskala 

8. Foto Copy Bukti Kepemilikan Lahan dan Bukti Lunas 

PBB tahun berjalan 

9. Surat Perjanjian Perikatan antara Pemohon dengan 

Pemilik Lahan (untuk lahan yang bukan milik 

pemohon) 

10.  Proposal Rencana Kegiatan 

11. Foto Copy NIB dan PKKPR 

12. Surat Kuasa Pengurusan Izin apabila Pengajuan 

Permohonan Dikuasakan 

13. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Penataan Lahan melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penataan Lahan 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penataan Lahan 

 

3. Waktu Penyelesaian 11 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan Izin Penataan Lahan 



 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin 

Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan 

Tanah; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2015 

tentang Penataan Lahan. 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur  

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Perdagangan 

Jenis Pelayanan : Izin Penyimpanan Bahan Bakar 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan Kegiatan dengan badan usaha: 

1. Surat Pengantar Camat setempat 

2. Fotocopy KTP ( Pemohon dan Kuasa ) 

3. Fotocopy NPWP 

4. Fotocopy NIB dan Persyaratan Dasar 

5. Fotocopy Izin Usaha 

6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan 

pengesahannya 

7. Surat keterangan atasan langsung bagi PNS dan 

anggota TNI/Polri   

8. Rekomendasi Pertamina (untuk SPBU, SPPBE)/ 

Faktur pembelian dari Agen Resmi Pertamina (bagi 

industri) terkait kapasitas penyimpanan 

9. Foto copy Izin Penyimpanan Bahan Bakar (untuk 

perubahan/ perpanjangan), apabila hilang agar 

dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian 

10. Foto Copy Sertifikat / Kartu peserta  BPJS  (untuk 

perubahan/ revisi dan perpanjangan/ daftar ulang) 

11. Surat pernyataan tentang : kebenaran dokumen, lokasi 

tidak dalam sengketa, manajemen yang bertanggung 

jawab tidak dalam sengketa/ perkara dan Tanggung 

Jawab Sosial Lingkungan ( Corporate Social 

Responbility ) 

12. Surat kuasa pengurusan izin (bagi yang menggunakan 

kuasa)  

13. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan. 

 

Kegiatan Perorangan:  

1. Surat Pengantar Camat setempat 

2. Fotocopy KTP ( Pemohon dan Kuasa ) 

3. Fotocopy NPWP 

4. Fotocopy NIB dan Persyratan Dasar 

5. Fotocopy Izin Usaha 

6. Surat keterangan atasan langsung bagi PNS dan 

anggota TNI/Polri   

7. Rekomendasi Pertamina (untuk SPBU, SPPBE)/ 

Faktur pembelian dari Agen Resmi Pertamina (bagi 

industri) terkait kapasitas penyimpanan 

8. Foto copy Izin Penyimpanan Bahan Bakar (untuk 

perubahan/ perpanjangan), apabila hilang agar 

dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian 

9. Foto Copy Sertifikat / Kartu peserta  BPJS  (untuk 

perubahan/ revisi dan perpanjangan/ daftar ulang) 

10. Surat pernyataan tentang : kebenaran dokumen, lokasi 

tidak dalam sengketa, manajemen yang bertanggung 

jawab tidak dalam sengketa/ perkara dan Tanggung 

Jawab Sosial Lingkungan ( Corporate Social 

Responbility ) 

11. Surat kuasa pengurusan izin (bagi yang menggunakan 

kuasa)  

12. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan. 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Penyimpanan Bahan Bakar 

melalui front office DPMPTSP 



 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penyimpanan Bahan Bakar 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penyimpanan Bahan Bakar 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Penyimpanan Bahan Bakar 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan; 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat 

Izin Usaha Perdagangan; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Penyimpanan 

Bahan Bakar 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 
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5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Perdagangan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB) 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan Kegiatan dengan badan usaha: 

1. Pengantar Camat setempat; 

2. Foto copy KTP (Pemohon dan Kuasa). 

3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

4. Foto copy Izin Operasional / Izin Usaha.  

5. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta 

pengesahanya. 

6. Foto copy SITU-MB (untuk Permohonan Perubahan / 

Revisi), apabila dokumen perizinan yang 

dipersyaratkan tersebut diatas hilang, agar dilengkapi 

surat kehilangan dari kepolisian. 

7. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen, rekaman/foto 

copy, tanda tangan sesuai aslinya, tanah tidak dalam 

sengketa, management tidak dalam permasalahan, 

CRS/TJSL. 

8. Surat kuasa pengurusan izin (bagi yang menggunakan 

kuasa)  

9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

10. Surat penunjukan dari distributor 

11. Rencana penjualan minuman alkohol dalam setahun 

 

Kegiatan perorangan:  

1. Pengantar Camat setempat; 

2. Foto copy KTP (Pemohon dan Kuasa). 

3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

4. Foto copy Izin Operasional / Izin Usaha.  

5. Foto copy SITU-MB (untuk Permohonan Perubahan / 

Revisi), apabila dokumen perizinan yang 

dipersyaratkan tersebut diatas hilang, agar dilengkapi 

surat kehilangan dari kepolisian. 

6. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen, rekaman/foto 

copy, tanda tangan sesuai aslinya, tanah tidak dalam 

sengketa, management tidak dalam permasalahan, 

CRS/TJSL. 

7. Surat kuasa pengurusan izin (bagi yang menggunakan 

kuasa)  

8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

9. Surat penunjukan dari distributor 

10. Rencana penjualan minuman alkohol dalam setahun 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SITU MB melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh 

tim PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan 

SITU MB 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan 

SITU MB 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan Retribusi 

 

5. Produk Pelayanan SITU MB 



 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan; 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat 

Izin Usaha Perdagangan; 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, 

Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Minuman Beralkohol; 

7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 

8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman 

Beralkohol; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol; 

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol; 

11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SITU MB 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 
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4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Telekomunikasi 

Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Reklame 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan Kegiatan dengan badan usaha: 

1. Fotocopy KTP (pemohon dan kuasa); 

2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan 

Pengesahaannya; 

3. Bukti kepemilikan lahan/ ikatan perjanjian penggunaan 

lahan; 

4. Lokasi titik yang akan dimohonkan pemasangan reklame 

beserta luas ukuran reklame; 

5. Surat Pernyataan  tentang  kebenaran dokumen, lokasi 

tidak dalam sengketa, manajemen yang bertanggung 

jawab tidak dalam sengketa/ perkara dan Tanggung Jawab 

Sosial Lingkungan ( Corporate Social Responsibility ); 

6. Surat kuasa pengurusan izin (bagi yang menggunakan 

kuasa ) untuk PNS tidak diperbolehkan bertindak menjadi 

kuasa, kecuali permohonan di ajukan oleh pemerintah 

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi 

kekurangan persyaratan administrasi 

8. Jika menggunakan Billboard maka harus melampirkan 

9. foto copy Izin IMB Kontruksi Billboard. 

10. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan. 

 

Kegiatan Perorangan:  

1. Fotocopy KTP (pemohon dan kuasa); 

2. Bukti kepemilikan lahan/ ikatan perjanjian penggunaan 

lahan; 

3. Lokasi titik yang akan dimohonkan pemasangan reklame 

beserta luas ukuran reklame; 

4. Surat Pernyataan  tentang  kebenaran dokumen, lokasi 

tidak dalam sengketa, manajemen yang bertanggung 

jawab tidak dalam sengketa/ perkara dan Tanggung Jawab 

Sosial Lingkungan ( Corporate Social Responsibility ); 

5. Surat kuasa pengurusan izin (bagi yang menggunakan 

kuasa ) unutk PNS tidak diperbolehkan bertindak menjadi 

kuasa, kecuali permohonan di ajukan oleh pemerintah 

6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi 

kekurangan persyaratan administrasi 

7. Jika menggunakan Billboard maka harus melampirkan 

8. foto copy Izin IMB Kontruksi Billboard. 

9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame 

melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penyelenggaraan Reklame 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penyelenggaraan Reklame 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan Pajak 

 

5. Produk Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame 



 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten 

Karangasem; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin 

Penyelenggaraan Reklame 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 
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Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Sosial 

Jenis Pelayanan : Izin Yayasan 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Pengantar Camat setempat; 

2. Fotocopy KTP (pemohon, kuasa, pengurus, pembina dan 

pengawas); 

3. Fotocopy NPWP; 

4. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan dan Pengesahaannya; 

5. Fotokopi AD/ART; 

6. Surat keterangan sekretariat dari pengurus; 

7. Surat keterangan domisili Yayasan dari Perbekel/ Lurah, 

diketahui Camat setempat; 

8. Biodata pengurus yayasan; 

9. Fotocopy NIB 

10. Program kerja Yayasan (jangka pendek, menengah dan 

panjang); 

11. Program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) 

tahun terakhir; 

12. Surat bukti penyetoran modal awal untuk yayasan (WNI 

Rp 10.000.000,-, WNA Rp 100.000.000,-); 

13. Foto copy izin yang akan di revisi (untuk perubahan/ revisi 

dan Daftar Ulang/ Perpanjangan) apabila hilang agar 

dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian; 

14. Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen, lokasi tidak 

dalam sengketa, manajemen yang bertanggung jawab 

tidak dalam sengketa/ perkara dan Tanggung Jawab Sosial 

Lingkungan ( Corporate Social Responsibility ); 

15. Surat kuasa pengurusan izin ( bagi yang menggunakan 

kuasa ) unutk PNS tidak diperbolehkan bertindak menjadi 

kuasa, kecuali permohonan di ajukan oleh pemerintah 

16. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Yayasan melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Yayasan 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

Yayasan 

 

3. Waktu Penyelesaian 4 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Yayasan 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 
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B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Yayasan 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Sosial 

Jenis Pelayanan : Izin Panti  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat Pengantar Camat setempat; 

2. Fotocopy KTP (pemohon, kuasa, pengurus, pembina dan 

pengawas); 

3. Fotocopy NPWP; 

4. Fotocopy Akta Pendirian Panti dan Pengesahaannya; 

5. Fotokopi AD/ART; 

6. Surat keterangan sekretariat dari pengurus; 

7. Surat keterangan domisili Panti dari Perbekel/ Lurah, 

diketahui Camat setempat; 

8. Biodata pengurus panti; 

9. Fotocopy NIB 

10. Program kerja Panti (jangka pendek, menengah dan 

panjang); 

11. Program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) 

tahun terakhir; 

12. Surat bukti penyetoran modal awal untuk panti; 

13. Foto copy izin yang akan di revisi (untuk perubahan/ revisi 

dan Daftar Ulang/ Perpanjangan) apabila hilang agar 

dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian; 

14. Surat Pernyataan  tentang  kebenaran dokumen, lokasi tidak 

dalam sengketa, manajemen yang bertanggung jawab tidak 

dalam sengketa/ perkara dan Tanggung Jawab Sosial 

Lingkungan ( Corporate Social Responsibility ); 

15. Surat kuasa pengurusan izin ( bagi yang menggunakan 

kuasa ) unutk PNS tidak diperbolehkan bertindak menjadi 

kuasa, kecuali permohonan di ajukan oleh pemerintah. 

16. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Panti melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Panti  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

Panti  

 

3. Waktu Penyelesaian 4 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Panti  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 
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B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 

30/HUK/2011 tentang Standar Pengasuhan Anak untuk 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah 

Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 

Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Panti  

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Sosial 

Jenis Pelayanan : Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan Kegiatan dengan badan usaha : 

1. Fotocopy KTP ( Pemohon dan Kuasa ) 

2. AD/ART perusahaan. 

3. Susunan Pengurus/Kepanitraan 

4. Proposal Kegiatan. 

5. Surat pernyataan kebenaran dokumen,Tanah tidak 

dalam sengketa, dan Manajementidak bermasalah. 

6. Surat Kuasa ( bagi yang menggunakan kuasa ) 

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi 

kekurangan persyaratan administrasi 

8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

Kegiatan Perorangan : 

1. Fotocopy Identitas diri / KTP Penangung Jawab 

2. Sasaran / Objek PUB 

3. Rekomendasi Dari Dinas Sosial. 

4. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Rekaman/ 

Foto Copy,Tanda Tangan sesuai Aslinya,Tanah Tidak 

Dalam Sengketa 

5. Surat Pernyataan Kesangupan Untuk Melengkapi 

Kekurangan Persyaratan Administrasi 

6. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin PUB melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

PUB  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

PUB  

 

3. Waktu Penyelesaian 4 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Pemungutan Uang atau Barang (PUB)  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 

tentang Pengumpulan Uang Atau Barang; 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional 

Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan 

Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online; 

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 

56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan 

Subangan Oleh Masyarakat; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin PUB  

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Sosial 

Jenis Pelayanan : Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan Kegiatan dengan badan usaha: 

1. Fotocopy KTP ( Pemohon dan Kuasa ) 

2. AD/ART perusahaan. 

3. Susunan Pengurus/Kepanitraan 

4. Proposal Kegiatan. 

5. Surat pernyataan kebenaran dokumen,Tanah tidak 

dalam sengketa, dan Manajementidak bermasalah. 

6. Surat Kuasa ( bagi yang menggunakan kuasa ) 

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi 

kekurangan persyaratan administrasi 

8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

Kegiatan tanpa badan usaha: 

1. Fotocopy Identitas diri / KTP Penangung Jawab 

2. Sasaran / Objek PUB 

3. Rekomendasi Dari Dinas Sosial. 

4. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Rekaman/ 

Foto Copy,Tanda Tangan sesuai Aslinya,Tanah Tidak 

Dalam Sengketa 

5. Surat Pernyataan Kesangupan Untuk Melengkapi 

Kekurangan Persyaratan Administrasi 

6. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin UGB melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

UGB  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

UGB  

 

3. Waktu Penyelesaian 4 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;  

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis 

Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan 

Sistem Online; 

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian 

Gratis Berhadiah; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan.  

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin UGB  

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir 

asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; 

2. Surat pernyataan bermaterai memiliki tempat praktik atau 

surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai 

tempat praktiknya; 

3. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (asli); 

4. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah 

tempat praktik ; 

5. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 ( untuk satu tempat 

praktik  2 lembar ) dan 3 X 4  

      ( 1 lembar ) 

6. Rekomendasi atasan langsung ( khusus dokter gigi yang 

bekerja di RSUD Kab.Karangasem dan Puskesmas); 

7. Foto copy KTP 

8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Dokter Gigi Mandiri melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter Gigi Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter Gigi Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Dokter Gigi Mandiri 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

2. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Dokter Gigi 

Mandiri 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir 

asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; 

2. Surat pernyataan bermaterai memiliki tempat praktik atau 

surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai 

tempat praktiknya; 

3. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (asli); 

4. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 ( untuk satu tempat 

praktik  2 lembar ) dan 3 X 4  

      ( 1 lembar ) 

5.  Rekomendasi atasan langsung (dokter gigi yang bekerja di 

RSUD Kab.Karangasem dan Puskesmas); 

6. Foto copy KTP; 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Dokter Gigi melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

pemeriksaan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter Gigi  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter Gigi  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Dokter Gigi  

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

2. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Dokter Gigi  

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli 

oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; 

2. Surat pernyataan bermaterai memiliki tempat praktik atau 

surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai 

tempat praktiknya; 

3. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (asli); 

4. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah 

tempat praktik; 

5. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 ( untuk satu tempat 

praktik  2 lembar ) dan 3 X 4  

      ( 1 lembar ) 

6. Rekomendasi atasan langsung ( khusus dokter yang bekerja 

di RSUD Kab.Karangasem dan Puskesmas); 

7. Foto copy KTP; 

8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Dokter Mandiri melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Dokter Mandiri 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

2. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Dokter 

Mandiri 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Dokter  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR dokter yang diterbitkan dan dilegalisir asli 

oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku; 

2. Surat pernyataan bermaterai memiliki tempat praktik atau 

surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai 

tempat praktiknya; 

3. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (asli); 

4. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 ( untuk satu tempat 

praktik  2 lembar ) dan 3 X 4  

      ( 1 lembar ) 

5. Rekomendasi atasan langsung (dokter yang bekerja di 

RSUD Kab.Karangasem dan Puskesmas); 

6. Foto copy KTP; 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Dokter melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

pemeriksaan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Dokter  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Dokter  

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran; 

2. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik, dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Dokter 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Bidan   

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir 

2. Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik 

3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar  

4. Surat Tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan; 

5. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli)  

6. Foto copy KTP 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan  

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Bidan melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

pemeriksaan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Bidan  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Bidan  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Bidan  

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Bidan 

3. Counter Informasi 

5. Counter Pendaftaran 

 

6. Ruang Tunggu 

7. Wifi 

8. Toilet 

9. Tempat Parkir 
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3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Bidan Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat pernyataan bermaterai bahwa memiliki tempat 

praktik; 

2. Rekomendasi Atasan langsung (bila praktik di luar 

wilayah tempat bekerja/dinas); 

3. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat 

praktek (asli) 

4. foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir; 

5. surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik; 

6. surat pernyataan bermaterai bahwa memiliki tempat 

praktik 

7. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar 

8. Rekomendasi Atasan langsung (bila praktik di luar 

wilayah tempat bekerja/dinas) 

9. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli) 

10. Foto copy KTP Kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Bidan Mandiri melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Bidan Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Bidan Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Bidan Mandiri 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
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tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Bidan Mandiri 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Perawat   

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir; 

2. surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik; 

3. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar; 

4. Surat tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan; 

5. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli); 

6. Foto copy KTP; 

7. Foto copy kepersertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Perawat melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

pemeriksaan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Perawat  

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

HK02.02/MENKES/I/148/2010 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Perawat beserta perubahannya; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Perawat 

6. Ruang Tunggu 

7. Wifi 
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3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

8. Toilet 

9. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. surat pernyataan bermaterai bahwa memiliki tempat 

praktik 

2. Rekomendasi Atasan langsung (bila praktik di luar 

wilayah tempat bekerja/dinas) 

3. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat 

praktek (asli) 

4. foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir; 

5. surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik; 

6. surat pernyataan bermaterai bahwa memiliki tempat 

praktik 

7. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar 

8. Rekomendasi Atasan langsung (bila praktik di luar 

wilayah tempat bekerja/dinas) 

9. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat 

praktek (asli) 

10. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli) 

11. Foto copy KTP 

12. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Perawat Mandiri melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Perawat Mandiri 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Tenaga 

Kesehatan 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
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diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Perawat Mandiri 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir; 

2. Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik; 

3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar 

4. Surat tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan; 

5. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli) ; 

6. Foto copy KTP; 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Perawat Gigi melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

pemeriksaan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat Gigi 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat Gigi 

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Perawat Gigi 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Perawat Gigi 

3. Counter Informasi 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 
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4. Counter Pendaftaran 

 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat pernyataan bermaterai bahwa memiliki tempat 

praktik; 

2. Rekomendasi Atasan langsung (bila praktik di luar wilayah 

tempat bekerja/dinas); 

3. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat 

praktek (asli) 

4. foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir; 

5. surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik; 

6. surat pernyataan bermaterai bahwa memiliki tempat praktik 

7. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar 

8. Rekomendasi Atasan langsung (bila praktik di luar wilayah 

tempat bekerja/dinas) 

9. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat 

praktek (asli) 

10. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Perawat Gigi Mandiri 

melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat Gigi Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Perawat Gigi Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

5. Produk Pelayanan SIP Perawat Gigi Mandiri 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Perawat Gigi 

Mandiri 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Farmasi 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STRTTK; 

2. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon 

melaksanakan pekerjaan kefarmasian **; 

3. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun 

tenaga teknis kefarmasian ; dana 

4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar 

5. Foto Copy KTP 

6. Untuk perpanjangan SIPTTK, agar melampirkan 

SIKTTK/SIPTTK yang sudah habis masa berlakunya 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

8. Foto copy NPWP 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Tenaga Farmasi melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Tenaga Farmasi 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Tenaga Farmasi 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Tenaga Farmasi 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Pekerjaan Kefarmasian; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/ 

2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga 

Kefarmasian; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 
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8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Tenaga Farmasi 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

9. Ruang Tunggu 

10. Wifi 

11. Toilet 

12. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei  

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Gizi 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir ; 

2. Fotokopi STRGz ; 

3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat 

Izin Praktik ; 

4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi 

secara mandiri; 

5. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar 

6. Rekomedasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau 

pejabat yang ditunjuk ;  

7. Rekomedasi dari PERSAGI ; 

8. SIPTGz pertama/kedua (untuk permohonan SPTGz yang 

kedua/ketiga) ; dan 

9. Foto Copy KTP 

10. Surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi 

kekurangan persyaratan administrasi 

11. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Tenaga Gizi melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Tenaga Gizi 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Tenaga Gizi 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Tenaga Gizi 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 
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4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga 

Gizi; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Tenaga Gizi 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Sanitarian 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir ; 

2. Fotokopi STRTS ; 

3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat 

Izin Praktik ; 

4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas 

pelayanan kesehatan yang bersangkutan; 

5. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar 

6. Rekomedasi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau 

pejabat yang ditunjuk ;  

7. Rekomedasi dari HAKLI ; 

8. SIPTS Pertama (untuk permohonan SIPTS yang kedua) ; 

dan 

9. Foto copy KTP 

10. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Sanitarian melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Sanitarian 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Sanitarian 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Sanitarian 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
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diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Sanitarian 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Radiografer 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi SIR yang masih berlaku; 

2. Fotokopi ijazah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan 

penyelenggara pendidikan Radiografer; 

3. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter 

yang memiliki SIP; 

4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar; 

5. Surat keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan 

atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang 

bersangkutan; 

6. Foto copi KTP 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Radiografer melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Radiografer 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Radiografer 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Radiografer 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 
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2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Radiografer 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapi Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterafis yang diakui 

Pemerintah ; 

2. Fotokopi SIF yang masih berlaku; 

3. Surat keterangan sehat dari dokter; 

4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar; 

5. Surat keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan 

yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 

6. Surat keterangan menyelesaikan apatasi, abgi lulusan luar 

negeri; 

7. Foto copi KTP 

8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Fisioterapi Mandiri melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Fisioterapi Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Fisioterapi Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Fisioterapi Mandiri 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik 

Fisioterapis; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 

tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 
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Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Fisioterapi Mandiri 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapi 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi ijazah pendidikan fisioterafis yang diakui 

Pemerintah ; 

2. Fotokopi SIF yang masih berlaku; 

3. Surat keterangan sehat dari dokter; 

4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak satu lembar; 

5. Surat keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan 

yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 

6. Surat keterangan menyelesaikan apatasi, abgi lulusan luar 

negeri; 

7. Foto copi KTP 

8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Fisioterapi Mandiri melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

kelengkapan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Fisioterapi  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Fisioterapi  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Fisioterapi  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik 

Fisioterapis; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 

tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Fisioterapi 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Analis 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. foto copy STR yang masih berlaku; 

2. Surat Keterangan Sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik; 

3. Pas foto  berwarna terbaru ukuran 4  X 6 cm.  Sebanyak 2 

lembar, 3x4 1 lembar 

4. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan; 

5. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli) 

6. Foto copy KTP 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Analis melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

kelengkapan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Analis  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Analis  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan SIP Analis  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga 

Analis; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Fisioterapi 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Pengobat Tradisional 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat pengantar camat setempat; 

2. Fotocopy KTP (pemohon dan kuasa); 

3. Fotocopy NPWP; 

4. Surat Keterangan Perbekel/ Lurah tempat melakukan 

pekerjaan sebagai pengobat tradisional; 

5. Biodata pengobat tradisional; 

6. Fotokopi sertifikat/  ijazah pengobatan tradisional; 

7. Rekomendasi dari asosiasi/ organisasi profesi di bidang 

pengobatan tradisional yang bersangkutan; 

8. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 

9. Foto copy izin yang akan direvisi (untuk perubahan/ revisi 

dan Daftar Ulang/ Perpanjangan) apabila hilang agar 

dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian; 

10. Surat Pernyataan  tentang kebenaran dokumen, lokasi 

tidak dalam sengketa, manajemen yang bertanggung 

jawab tidak dalam sengketa/ perkara dan Tanggung Jawab 

Sosial Lingkungan ( Corporate Social Responsibility ); 

11. Surat kuasa pengurusan izin ( bagi yang menggunakan 

kuasa ) unutk PNS tidak diperbolehkan bertindak menjadi 

kuasa, kecuali permohonan di ajukan oleh pemerintah 

12. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Pengobat Tradisional 

melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Pengobat Tradisional 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Pengobat Tradisional 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Pengobat Tradisional 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga  Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 
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Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Surat Izin Pengobat 

Tradisional 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktik Perekam Medis 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy ijazah pendidikan Perekam Medik yang 

dilegalisir 

2. Surat Tanda Registrasi (STR Perekam Medis SIRO/ 

STRRO ) yang masih berlaku ( Foto copy yang 

dilegalisir) 

3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat 

Izin Praktik ( SIP ) 

4. Surat Pernyataan memiliki tempat kerjaÂ  difasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan (ditanda tangani 

diatas matrai 6000 oleh pemohon ) 

5. Pas Photo terbaru latar belakang merah 4x6cm = 2 lb, 

3x4cm = 1 lbr 

6. KTP asli dan photo copy pemohon 1 lembar 

7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang 

bersangkutan 

8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

atau Pejabat yang ditunjuk 

9. Rekomendasi dari Organisasi profesi Persatuan Perekam 

Medik ; dan 

10. Surat Keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan 

luar negeri 

11. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Praktik Perekam 

Medis melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Praktik Perekam Medis  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Praktik Perekam Medis  

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Praktik Perekam Medis 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

269/Menkes/Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Perekam Medis 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan 

kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas 

bermaterai Rp.10.000 

2. Indentitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu 

Tanda Penduduk (KTP)  

3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai 

Rp.10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa 

4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan 

perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)  

5. Izin Operasional Rumah Sakit yang masih berlaku 

6. Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) dokter-

dokter spesialis konsulen 

7. Surat Izin Perawat (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) 

Perawat bersertifikat hemodialisa 

8. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.10.000 dari 

dokter penanggung jawab yang menyatakan kesanggupan 

sebagai dokter penanggung jawab Upaya Pelayanan 

Hemodialisa (UPH) 

9. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.10.000 dari 

setiap dokter spesialis yang menyatakan kesediaan sebagai 

dokter konsulen 

10. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.10.000 dari 

pemohon yang menyatakan akan mematuhi ketentuan 

yang berlaku 

11. Surat persetujuan dari pimpinan jika PNS atau TNI atau 

POLRI yang aktif 

12. Surat Keputusan (SK) di atas kertas bermaterai Rp.10.000 

dari pemilik hemodialisa yang memutuskan pengangkatan 

penanggung jawab UPH 

13. Sertifikat perawat khusus di bidang hemodialisa 

[Fotokopi] 

14. Rekomendasi dari Persatuan Nefrologi Indonesia 

(PERNEFRI) 

15. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Daftar peralatan 

medis dan non medis • Daftar personalia UPH • Struktur 

organisasi UPH • Program dan tarif pelayanan yang akan 

diselenggarakan 

16. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Ijin Penyelenggaraan 

Pelayanan Dialisis melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis  

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis 

 



 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Penyelenggaraan 

Pelayanan Dialisis 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 
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Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggaraan Optikal 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat permohonan bermaterai Rp. 10000.00; 

2. KTP pemohon/penanggung jawab; 

3. NPWP pemohon dan NPWP Perusahaan; 

4. Akta Pendirian dan Pengesahan dari Kemenkumham 

bagi yang berbadan hukum; 

5. Surat Tanda Registrasi (STR) Refraksionis Optisien 

atau Optometris yang masih berlaku 

6. NIB; 

7. Surat status kepemilikan lahan dan bangunan (hak 

milik/sewa/kontrak) dengan melampirkan IMB/PBG; 

8. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan; 

9. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; 

10. Sertifikat/Kartu Peserta BPJS Kesehatan dan Virtual 

Account Serta Bukti Lunas Pembayaran Iuran Terakhir 

(dilegalisir oleh Pejabat BPJS Kesehatan apabila tanda 

bukti pembayaran tidak jelas); 

11. Surat perjanjian kerjasama dengan laboratorium 

dispensing bagi optikal yang tidak memiliki 

laboratorium; 

12. Surat Izin Praktik (SIP) RO/Optometris yang masih 

berlaku atau bukti SIP RO/Optometris dalam proses 

penerbitan izin dari instansi yang berwenang 

menerbitkan SIP; 

13. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien 

(RO)/Optometris untuk menjadi penanggung jawab 

pada optikal yang akan didirikan bermaterai Rp. 

10.000; 

14. Surat status kepemilikan lahan dan bangunan (hak 

milik/sewa/kontrak) dengan melampirkan IMB/PBG; 

15. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karangasem; 

16. Surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditanda 

tangani diatas Rp. 10.000.00 

17. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Penyelenggaraan Optikal 

melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penyelenggaraan Optikal  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Penyelenggaraan Optikal  

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Penyelenggaraan Optikal 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

  

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Penyelenggaraan 

Optikal 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Izin Penyelenggara Pengobatan Tradisional 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Biodata pengobat tradisional 

2. Foto copy KTP /paspor untuk TKA 

3. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan 

pekerjaan sebagai pengobat tradisional 

4. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang 

pengobatan tradisional yang bersangkutan 

5. Foto copy sertifikat / ijasah pengobatan tradisional (bila 

ada) 

6. Surat pengantar Puskesmas setempat 

7. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 

8. Rekomendasi (Kejaksanaan/Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota) 

9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Penyelenggara Pengobatan 

Tradisional melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Penyelenggara Pengobatan Tradisional  

5. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Penyelenggara Pengobatan Tradisional 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Penyelenggara Pengobatan Tradisional 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 tentang Tenaga  Kesehatan; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Empiris; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 
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diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Penyelenggara 

Pengobatan Tradisional 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Blangko permohonan 

2. Rekomendasi sertifikat produksi perbekalan kesehatan 

rumah tangga 

3. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat 

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 
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3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktek (SIP) Penata Anestesi 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir 

2. Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik 

3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar  

4. Surat Tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan; 

5. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli)  

6. Foto copy KTP 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan  

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Penata Anestesi melalui 

front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Penata Anestesi 

5. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Penata Anestesi 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Praktek (SIP) Penata Anestesi 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan;; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Izin Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi ; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 
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2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Penata Anestesi 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Kesehatan 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktek (SIP) Refraksionis 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir 

2. Surat keterangan sehat dari dokter yg memiliki Surat Izin 

Praktik 

3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 

lembar, 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar; 

4. Surat Tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan; 

5. Rekomendasi dari organisasi profesi (asli)  

6. Foto copy KTP 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan  

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan SIP Refraksionis melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan SIP 

Refraksionis 

6. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan SIP 

Refraksionis 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak dikenakan biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Praktek (SIP) Refraksionis 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik;  

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan   Terpadu Satu Pintu Pintu 

Daerah; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan 

Refraksionis Optisien dan Optometri; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 
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tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur SIP Refraksionis 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Transportasi  

Jenis Pelayanan : Perpanjangan Izin Trayek 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy KTP (pemilik dan kuasa) 

2. Foto copy STNK 

3. Kartu pengawasan asli yang dimiliki 

4. Foto copy KIR 

5. Pemilik Langsung / Pemilik Belum Balik Nama / Kuasa / 

Sopir 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Perpanjangan Izin Trayek 

melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

kelengkapan berkas persyaratan 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan 

Perpanjangan Izin Trayek  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan Perpanjangan Izin 

Trayek  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan Retribusi 

 

5. Produk Pelayanan Perpanjangan Izin Trayek  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 

dan Angkutan Jalan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Perpanjangan Izin 

Trayek  

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 
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3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Transportasi  

Jenis Pelayanan : Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Foto copy KTP (pemilik dan kuasa) 

2. Foto copy STNK 

3. Kartu pengawasan asli yang dimiliki 

4. Foto copy KIR 

5. Pemilik Langsung / Pemilik Belum Balik Nama / Kuasa / 

Sopir 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Trayek dengan Tujuan 

Tertentu melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

kelengkapan berkas persyaratan 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Trayek dengan Tujuan Tertentu 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan Izin Trayek dengan 

Tujuan Tertentu 

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan Retribusi 

 

5. Produk Pelayanan Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas 

dan Angkutan Jalan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Retribusi Izin Trayek; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Trayek dengan 

Tujuan Tertentu 

3. Counter Informasi 

1. Ruang Tunggu 

2. Wifi 

3. Toilet 

4. Tempat Parkir 
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4. Counter Pendaftaran 

 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Transportasi  

Jenis Pelayanan : Izin Pengusahaan/Penyelenggaraan Usaha Parkir 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1.  Nomor Induk Berusaha (NIB) 

2.  Akte pendirian perusahaan (apabila Badan Usaha) 

3.  Fotocopy NPWP 

4.  Fotocopy KTP pemohon 

5.  Rekomendasi dari Kecamatan 

6.  Rekomendasi dari Dinas Perhubungan 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Trayek dengan Tujuan 

Tertentu melalui front office DPMPTSP 

Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

kelengkapan berkas persyaratan 

2. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Trayek dengan Tujuan Tertentu 

3. Pelaku usaha menerima Persetujuan Izin Trayek dengan 

Tujuan Tertentu  

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan Retribusi 

 

5. Produk Pelayanan Izin Pengusahaan/Penyelenggaraan Usaha Parkir 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah; 

5. Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum; 

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 
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2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Pengusahaan/ 

Penyelenggaraan Usaha 

Parkir 

3. Counter Informasi 

 

5. Counter Pendaftaran 

6. Ruang Tunggu 

7. Wifi 

8. Toilet 

9. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pendidikan 

Jenis Pelayanan : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 
1. Persyaratan Administrasi : 

a. Surat Pengantar Camat 

b. Fotocopy Identitas diri 

c. Foto Copy NPWP Atas Nama Lembaga Taman Kanak-

Kanak 

d. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah 

e. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas. 

f. Memiliki Rekening Bank Atas Nama Lembaga Taman 

Kanak Kanak 

g. Memiliki Surat bukti kepemilikan gedung/lahan berupa 

akte/sertifikat atau bukti lain yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

h. Surat pernyataan kebenaran dokumen, tanah tidak dalam 

sengketa, manajemen tidak bermasalah 

i. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan. 

2. Persyaratan Teknis : 

a. Hasil Penilaian Kelayakan 
b. Rencana pencapaian setandar penyelenggaraan 

TK/TKLB paling lama 3 Tahun 
 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Pendirian Taman Kanak-

Kanak (TK) Negeri melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin 

Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin 

Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan; 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini ; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Pendirian 

Taman Kanak-Kanak 

(TK) Negeri  

3. Counter Pendaftaran 

 

4. Ruang Tunggu 

5. Wifi 

6. Toilet 

7. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

 



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar; 

4. Fotocopy ijazah Dokter Hewan; 

5. Fotocopy sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang 

diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan 

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi 

kedokteran hewan cabang setempat;      Saya menyatakan 

ahwa permohonan ini diuat dengan enar dan ertanggung 

jawa secara hukum atas : 

a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan 

b. kesesuaian seluruh fotocopy data yang disampaikan 

dengan dokumen aslinya. 

7. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan. 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Praktek Dokter 

Hewan/Dokter Hewan Spesialis Mandiri melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis 

Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis 

Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis 

Mandiri 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Otoritas Veteriner; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 
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5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Praktek 

Dokter Hewan/Dokter 

Hewan Spesialis Mandiri 

3. Counter Informasi 

 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Suarat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak  2 lembar; 

4. Fotocopy ijazah Dokter Hewan; 

5. Fotocopy sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang 

diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan 

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi 

kedokteran hewan cabang setempat;      Saya menyatakan 

ahwa permohonan ini diuat dengan enar dan ertanggung 

jawa secara hukum atas : 

a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan 

b. kesesuaian seluruh fotocopy data yang disampaikan 

dengan dokumen aslinya. 

7. Foto copy kepesertaam BPJS Kesehatan. 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Praktek Dokter 

Hewan/Dokter Hewan Spesialis melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

pemeriksaan kelengkapan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis  

5. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Otoritas Veteriner; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 
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6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Praktek 

Dokter Hewan/Dokter 

Hewan Spesialis 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak  2 

lembar; 

4. Fotocopy ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma 

kesehatan hewan, atau ijasah sekolah kejuruan bidang 

kesehatan hewan ; 

5. Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter 

Hewan; 

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi 

paramedik veteriner Indonesia setempat    

a. sertifikat kompetensi di  bidang kesehatan hewan 

untuk SIPP Keswan; 

b. sertifikat kompetensi di  bidang Inseminasi buatan 

untuk SIPP Inseminator; 

c. sertifikat kompetensi di  bidang pemeriksaan 

kebuntingan untuk SIPP PKb;dan/atau 

d. sertifikat kompetensi dibidang teknis reproduksi 

untuk SIPP ATR. 

7. Fotocopy surat keterangan pemenuhan persyaratan 

tempat pelayanan paramedik veteriner 

8. Fotocopy  SIPP Inseminator  untuk pemohon SIPP PKb; 

dan atau fotocopy SIPP Keswan untuk pemohon SIPP 

ATR 

9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Paramedik Veteriner 

Pelayanan Kesehatan Hewan melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

pemeriksaan kelengkapan berkas 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 
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1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Otoritas Veteriner; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Paramedik 

Veteriner Pelayanan 

Kesehatan Hewan 

3. Counter Informasi 

 

 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak  2 

lembar; 

4. Fotocopy ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma 

kesehatan hewan, atau ijasah sekolah kejuruan bidang 

kesehatan hewan ; 

5. Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter 

Hewan; 

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi 

paramedik veteriner Indonesia setempat    

a. sertifikat kompetensi di  bidang kesehatan hewan 

untuk SIPP Keswan; 

b. sertifikat kompetensi di  bidang Inseminasi buatan 

untuk SIPP Inseminator; 

c. sertifikat kompetensi di  bidang pemeriksaan 

kebuntingan untuk SIPP PKb;dan/atau 

d. sertifikat kompetensi dibidang teknis reproduksi 

untuk SIPP ATR. 

7. Fotocopy surat keterangan pemenuhan persyaratan 

tempat pelayanan paramedik veteriner 

8. Fotocopy  SIPP Inseminator  untuk pemohon SIPP PKb; 

dan atau fotocopy SIPP Keswan untuk pemohon SIPP 

ATR 

9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Paramedik Veteriner 

Pelayanan Kesehatan Hewan Mandiri melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 

Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 

Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan 

Mandiri 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Otoritas Veteriner; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Paramedik 

Veteriner Pelayanan 

Kesehatan Hewan Mandiri 

3. Counter Informasi 

 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Mandiri 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 

lembar; 

4. Fotocopy ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma 

kesehatan hewan, atau ijasah sekolah kejuruan bidang 

kesehatan hewan ; 

5. Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter 

Hewan; 

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi 

paramedik veteriner Indonesia setempat    

a. sertifikat kompetensi di  bidang kesehatan hewan 

untuk SIPP Keswan; 

b. sertifikat kompetensi di  bidang Inseminasi buatan 

untuk SIPP Inseminator; 

c. sertifikat kompetensi di  bidang pemeriksaan 

kebuntingan untuk SIPP PKb;dan/atau 

d. sertifikat kompetensi dibidang teknis reproduksi 

untuk SIPP ATR. 

7. Fotocopy surat keterangan pemenuhan persyaratan 

tempat pelayanan paramedik veteriner 

8. Fotocopy  SIPP Inseminator  untuk pemohon SIPP PKb; 

dan atau fotocopy SIPP Keswan untuk pemohon SIPP 

ATR 

9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Paramedik Veteriner 

Pelayanan Inseminator Mandiri melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Mandiri 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Mandiri 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Mandiri 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Otoritas Veteriner; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Paramedik 

Veteriner Pelayanan 

Inseminator Mandiri 

3. Counter Informasi 

 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak  2 

lembar; 

4. Fotocopy ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma 

kesehatan hewan, atau ijasah sekolah kejuruan bidang 

kesehatan hewan ; 

5. Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter 

Hewan; 

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi 

paramedik veteriner Indonesia setempat    

a. sertifikat kompetensi di  bidang kesehatan hewan 

untuk SIPP Keswan; 

b. sertifikat kompetensi di  bidang Inseminasi buatan 

untuk SIPP Inseminator; 

c. sertifikat kompetensi di  bidang pemeriksaan 

kebuntingan untuk SIPP PKb;dan/atau 

d. sertifikat kompetensi dibidang teknis reproduksi 

untuk SIPP ATR. 

7. Fotocopy surat keterangan pemenuhan persyaratan 

tempat pelayanan paramedik veteriner 

8. Fotocopy  SIPP Inseminator  untuk pemohon SIPP PKb; 

dan atau fotocopy SIPP Keswan untuk pemohon SIPP 

ATR 

9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Paramedik Veteriner 

Pelayanan Inseminator melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator  

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator  

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B.  ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Otoritas Veteriner; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Paramedik 

Veteriner Pelayanan 

Inseminator 

3. Counter Informasi 

 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan  

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Mengisi Formulir Permohonan 

2. Kartu Identitas Pemohon : 

a. KTP Elektronik Pemohon 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

3. Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan 

Hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan 

Hewan 

4. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik 

Veteriner 

5. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan Tempat 

Pelayanan Paramedik Veteriner 

6. Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi Buatan yang 

diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan pelayanan 

pemeriksa kebuntingan 

7. Surat Rekomendasi dari dinas yang membidangi fungsi 

kesehatan hewan kabupaten 

8. Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja ( 

Bagi Permohonan Baru) / Bukti Lunas Bayar Bulan 

terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja 

(Perpanjangan/Perubahan) 

9. Pas foto terbaru berwarna. 

10. Mengembalikan Sertifikat Asli Surat Izin Praktik 

(Perpanjangan) 

11. Perjanjian penyelia dengan dokter hewan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Paramedik Veteriner 

Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara 

kelengkapan berkas persyaratan 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa 

Kebuntingan  

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa 

Kebuntingan 

 

3. Waktu Penyelesaian 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa 

Kebuntingan 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

 

B.  ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang - undang Nomor 18 tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas 

Veteriner; 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

pejabat oteritas veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Paramedik 

Veteriner Pelayanan 

Pemeriksa Kebuntingan 

3. Counter Informasi 

 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



 

Lingkup : Perizinan Non Berusaha 

Sektor : Pertanian 

Jenis Pelayanan : Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon 

disertai materai Rp. 10000,- 

2. Fotokopi KTP Pemohon 

3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan 

diwakilkan 

4. Fotokopi NPWP 

5. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma 

kesehatan hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang 

kesehatan hewan 

6. Fotokopi sertifikat kompetensi paramedik veteriner 

asisten teknik reproduksi yang diterbitkan oleh organisasi 

profesi paramedik veteriner 

7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi paramedic veteriner 

hewan 

8. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Pelayanan 

Paramedik Veteriner 

9. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 ( 2 lembar) 

10. Fotokopi SIPP ATR Pertama untuk pengajuan SIPP ATR 

yang Kedua 

11. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan Surat Izin Paramedik Veteriner 

Asisten Teknik Reproduksi melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi 

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Surat 

Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B.  ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Otoritas Veteriner; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional; 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019, 

Tentang Pelayanan Jasa  Medik Veteriner; 

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan.  

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Izin Paramedik 

Veteriner Asisten Teknik 

Reproduksi 

3. Counter Informasi 

 

4. Counter Pendaftaran 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 



Lingkup : Pelayanan Nonperizinan 

Jenis Pelayanan : Legalisir Izin 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Mengisi blanko permohonan 

2. Izin asli yang akan dilegalisir  

3. Foto copy izin yang akan dilegalisir 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan legalisir izin melalui front office 

DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu proses legalisir izin yang 

dimohonkan  

3. Kadis PMPTSP menandatangani foto copy izin yang 

dimohonkan legalisir 

4. Pelaku usaha menerima foto copy izin yang sudah 

dilegalisir 

 

3. Waktu Penyelesaian 1 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Legalisir Izin 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Legalisir Izin 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



Lingkup : Pelayanan Nonperizinan 

Jenis Pelayanan : Pembatalan Izin 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Mengisi blanko permohonan 

2. Foto copy KTP penanggung jawab 

3. Foto copy NPWP penanggung jawab 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 
1. Pelaku usaha mengajukan pembatalan izin melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi berkas 

permohonan oleh JF PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan pembatalan izin yang 

dimohonkan 

4. Pelaku usaha menerima persetujuan pembatalan izin yang 

dimohonkan 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Pembatalan Izin 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Pembatalan Izin 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



Lingkup : Pelayanan Nonperizinan 

Jenis Pelayanan : Pencabutan Izin 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Mengisi blanko permohonan 

2. Izin yang akan dicabut 

3. Foto copy KTP penanggung jawab 

4. Foto copy NPWP penanggung jawab 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 
1. Pelaku usaha mengajukan pencabutan izin melalui front 

office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim 

PTSP Kabupaten Karangasem 

3. DPMPTSP menerbitkan persetujuan pencabutan izin yang 

dimohonkan 

4. Pelaku usaha menerima persetujuan pencabutan izin yang 

dimohonkan 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Pencabutan Izin 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Pencabutan Izin 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



Lingkup : Pelayanan Nonperizinan 

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Dalam Proses Perizinan 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Mengisi blanko permohonan 

2. Bukti tanda registrasi izin 

3. Foto copy KTP penanggung jawab 

4. Foto copy NPWP penanggung jawab 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 
1. Pelaku usaha mengajukan surat keterangan dalam proses 

perizinan melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi kelengkapan 

berkas oleh JF PTSP  

3. DPMPTSP menerbitkan surat keterangan dalam proses 

perizinan 

4. Pelaku usaha menerima surat keterangan dalam proses 

perizinan yang dimohonkan 

3. Waktu Penyelesaian 1 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Dalam Proses Perizinan 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Surat Keterangan 

Dalam Proses Perizinan 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



Lingkup : Pelayanan Nonperizinan 

Jenis Pelayanan : Surat Kesesuaian Zonasi Menara 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Surat permohonan rencana pembangunan menara pada 

longittude dan lattitude, yang ditujukan kepada kepalan 

dinas komunikasi dan informatika kabupaten karangasem. 

2. Ktp (Kartu Tanda Penduduk) pemohon. 

3. Pas Foto ukuran 3x4 = 2 (dua) lembar. 

4. Surat keterangan rencana ketinggian menara. 

5. Surat pernyataan penggunaan menara bersama paling 

sedikit dengan 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi. 

6. Surat keterangan kesanggupan membayar retribusi. 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan surat kesesuaian zonasi menara 

melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh 

Tim PTSP  

3. DPMPTSP menerbitkan persetujan atau penolakan surat 

kesesuaian zonasi menara 

4. Pelaku usaha menerima persetujuan atau penolakan surat 

kesesuaian zonasi menara yang dimohonkan 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Dikenakan Retribusi 

 

5. Produk Pelayanan Surat Kesesuaian Zonasi Menara 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Surat Kesesuaian 

Zonasi Menara 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

 

5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 
Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 

  



Lingkup : Pelayanan Nonperizinan 

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Penelitian 

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN  (Service Delivery) 

No Komponen Uraian 

1. Persyaratan Pelayanan 1. Mengisi blangko permohonan 

2. Proposal Penelitian 

3. Foto copy KTP 

4. Surat keterangan penelitian dari DPMPTSP Provinsi 

 

2. Prosedur/Mekanisme 

Pelayanan 

1. Pelaku usaha mengajukan surat keterangan penelitian 

melalui front office DPMPTSP 

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi kelengkapan 

berkas oleh JF PTSP   

3. DPMPTSP menerbitkan persetujan atau penolakan surat 

keterangan penelitian 

4. Pelaku usaha menerima persetujuan atau penolakan surat 

keterangan penelitian 

 

3. Waktu Penyelesaian 3 hari kerja 

4. Biaya Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya 

 

5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Penelitian 

 

6. Pengelolaan Pengaduan Email: dpmptsp@karangasemkab.go.id 

Telp:  (0363) 23564 

Website: dpmptsp.karangasemkab.go.id 

Facebook: Dpmptsp Karangasem 

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem 

SP4N Lapor: lapor.go.id 

 

 

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI 

(MANUFACTURING) 

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 

2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Perizinan dan Nonperizinan. 

 

2. Sarana, Prasarana dan / 

atau Fasilitas 

1. Komputer 

2. Brosur Surat Keterangan 

Penelitian 

3. Counter Informasi 

4. Counter Pendaftaran 

 

5. Ruang Tunggu 

6. Wifi 

7. Toilet 

8. Tempat Parkir 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 

2. Menguasai Komputer 

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris) 

 

4. Pengawasan Internal 

 

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di 

tingkat pengawasan oleh Kepala OPD 

mailto:dpmptsp@karangasemkab.go.id


5. Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

 

6. Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan 

 

7. Jaminan Keamanan Tanda Tangan Elektronik 

 

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) 

 


